
Pemahaman Hak-Hak Hukum Terkait Kesehatan Ibu dan Anak 

 

Apa yang dimaksud dengan hak-hak kesehatan? 

Hak-hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

menjamin setiap individu memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa 

memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya, berhak mendapatkan 

perlindungan serta pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari kualitas 

hidup yang baik. 

Bagi ibu dan anak, hak-hak kesehatan memiliki cakupan yang lebih spesifik. 

Hak tersebut meliputi akses terhadap layanan antenatal selama kehamilan, proses 

persalinan yang aman, imunisasi, perawatan setelah melahirkan, hingga 

pemenuhan gizi serta informasi kesehatan yang memadai. Dengan terpenuhinya 

hak-hak ini, kualitas kesehatan ibu dan anak dapat terjamin, sehingga turut 

berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa 

depan. 

Hak-hak utama ibu dan anak dalam layanan kesehatan 

 Hak atas akses layanan kesehatan 

Ibu dan anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dasar tanpa 

penghalang, termasuk layanan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas 

kesehatan lain. Negara berkewajiban memfasilitasi akses ini, misalnya 

melalui program BPJS Kesehatan dan layanan posyandu. 

 

 



 Hak atas informasi dan informed consent 

Setiap tindakan medis harus disertai penjelasan yang cukup dari tenaga 

kesehatan. Ibu berhak menerima informasi mengenai diagnosis, pilihan 

pengobatan, manfaat dan risiko, sehingga dapat memberi persetujuan 

(informed consent) secara sadar. 

 Hak atas kerahasiaan medis 

Informasi medis bersifat pribadi dan harus dilindungi. Data kesehatan ibu 

dan anak tidak boleh dibagikan tanpa izin, kecuali jika diatur oleh hukum. 

 Hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan 

Ibu hamil dan anak tidak boleh diperlakukan berbeda karena status ekonomi, 

agama, suku, atau kondisi kesehatan. Selain itu, korban kekerasan memiliki 

hak atas perlindungan dan layanan medis serta hukum. 

 Hak atas perlindungan sosial 

Beberapa hak terkait perlindungan sosial antara lain cuti melahirkan, 

program bantuan gizi, dan akses ke program keluarga berencana yang 

diselenggarakan pemerintah atau lembaga sosial. 

Bagaimana cara keluarga dapat menegakkan hak-hak ini? 

 Kenali hak Anda: Catat layanan apa saja yang seharusnya tersedia (mis. 

ANC, imunisasi, ASI eksklusif). 

 Gunakan layanan resmi: Manfaatkan BPJS, puskesmas, dan posyandu 

untuk mengakses layanan dasar. 

 Mintalah penjelasan tertulis: Jika melakukan tindakan medis, minta 

informed consent yang jelas dan tanya jika ada yang kurang dipahami. 

 Catat dan dokumentasikan: Simpan rekam medis, rujukan, atau bukti 

pelayanan sebagai bukti jika diperlukan. 



 Ajukan pengaduan: Jika terjadi pelanggaran—mis. diskriminasi, 

penelantaran, atau malpraktik—ajukan keluhan ke pihak fasilitas, dinas 

kesehatan setempat, atau lembaga advokasi. 

Jalur pengaduan dan bantuan hukum 

Apabila hak-hak kesehatan dilanggar, keluarga memiliki berbagai jalur 

untuk menegakkan keadilan. Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah melapor 

langsung kepada pihak fasilitas kesehatan terkait agar masalah dapat segera 

ditangani. Selain itu, keluarga juga dapat mengajukan pengaduan resmi ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat sebagai otoritas yang berwenang 

mengawasi mutu layanan kesehatan di wilayahnya. 

Di sisi lain, jika persoalan belum terselesaikan, tersedia pula mekanisme lain 

seperti memanfaatkan layanan pengaduan BPJS untuk kasus yang berkaitan 

dengan jaminan kesehatan. Keluarga juga berhak mencari bantuan hukum, baik 

melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun organisasi masyarakat sipil 

yang bergerak di bidang kesehatan dan hak asasi manusia. Langkah ini penting 

agar pelanggaran hak tidak dibiarkan begitu saja, sekaligus menjadi upaya 

mendorong perbaikan layanan kesehatan secara lebih luas. 

Peran tenaga kesehatan dan lembaga 

Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan standar profesi dan etika yang berlaku. Hal ini mencakup aspek keilmuan, 

keterampilan, serta sikap profesional dalam menangani pasien, sehingga setiap 

individu mendapatkan layanan yang aman, bermutu, dan penuh tanggung jawab. 

Dengan demikian, peran tenaga kesehatan tidak hanya sebatas menjalankan tugas 

medis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dalam setiap tindakan. 



Di sisi lain, lembaga kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, hingga 

pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar dalam memastikan tersedianya 

layanan yang layak. Mereka juga berkewajiban menyediakan mekanisme 

pengaduan yang transparan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan 

memperoleh penyelesaian yang adil. Kepatuhan institusi terhadap standar profesi 

dan etika ini menjadi kunci dalam melindungi hak-hak ibu dan anak, sekaligus 

menciptakan sistem kesehatan yang lebih terpercaya dan berkeadilan. 

Kesimpulan 

Pemahaman terhadap hak-hak hukum dalam bidang kesehatan ibu dan anak 

menjadi bekal penting bagi setiap keluarga. Kesadaran ini memberi kekuatan untuk 

menuntut layanan yang aman, bermutu, serta sesuai dengan standar yang berlaku. 

Dengan mengetahui hak-haknya, keluarga tidak hanya menjadi penerima layanan, 

tetapi juga memiliki posisi tawar dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan 

yang diberikan. 

Selain itu, akses informasi yang memadai, kelengkapan dokumentasi, dan 

pemahaman mengenai jalur pengaduan merupakan faktor penunjang yang krusial. 

Dengan bekal tersebut, keluarga dapat lebih mudah memastikan hak-hak kesehatan 

dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh tenaga medis maupun institusi kesehatan. 

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk partisipasi aktif dalam mendorong 

terciptanya layanan kesehatan yang adil, transparan, dan berorientasi pada 

keselamatan ibu serta anak. 

 

 

 



 


